BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Obyek Peneletian
1. Sejarah Pengadilan Agama Blitar
Ketika penganut Agama Islam telah bertambah banyak dan
terorganisir dalam kelompok masyarakat yang teratur, jabatan hakim
atau Qodhi dilakukan secara pemilihan dan baiat oleh ahlul hilli
wal’aqdi, yaitu pengangkatan atas seseorang yang dipercaya ahli oleh
majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka, di Aceh dengan nama
Mahkamah  Syari’ah  Jeumpa, di Sumatra Utara dengan nama
Mahkamah Majelis Syara’, di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang
merupakan bekas wilayah kerajaan Islam Ukai istilah “Hakim Syara”
atau”Qadhi Syara”, di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan,
karena peran Syekh Arsyad Al-Banjari, kerapatan Qadhi dan
Kerapatan Qadhi Besar, di Sumbawa Hakim Syara’ di Sumatra Barat
nama Mahkamah Tuan Kadi atau Angku Kali, di Bima (NTB)
dengan nama Badan Hukum Syara dan, di kerajaan Mataram
Pengadilan Surambi, disebut demikian karena tempat mengadili dan
memutus perkara adalah di Serambi Masjid.
Berlakunya hukum perdata Islam diakui oleh VOC dengan
resolute der indische regeling tanggal 25 Mei 1760, yaitu berupa

suatu kumpulan aturan hukum perkawinan dan hokum kewarisan
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menurut hukum Islam, atau compendium freijer; untuk dipergunakan
di pengadilan VOC . !

Juga terdapat kumpulan-kumpulan  hukum  perkawinan dan
kewarisan menurut hukum Islam yang dibuat yang dipakai di daerah-
daerah lain, yaitu Cirebon, Semarang dan Makassar.

Masa (Periode ) Pemerintahan Hindia Belanda, dalam pasal 1
stbl.1882 no 152 di sebutkan bahwa di tempat-tempat dimana telah
di bentuk (pengadilan) landraad maka disana di bentuk Pengadilan
Agama. Didalam sbl.1882 no. 152 tersebut tidak disebut mengenai
kewenangan pengadilan agama.Didalam pasal 7 hanya disinggung
potongan kalimat yang berbunyi “keputusan raad agama yang
melampaui  batas wewenang” yang memberikan petunjuk ada
peraturan  sebelumnya yang mengatur mengenai ordonasi yang
menyangkut wewenang Pengadilan Agama.Ordonasi tersebut adalah
stbl. 1820 no 22 jo kemudian stbl. 1835 no.58.dalam pasal 13 stbl.
1820 no.22 jo. Stbl 1835 no.58, disebutkan : “jika diantara orang
Jawa dan orang Madura terdapat perselisihan (sengketa) mengenai
perkawinan maupun pembagian harta pusaka dan sengketa-sengketa
sejenis dengan itu harus diputus menurut Hukum Syara’(Agama)
Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya

betul-betul ahli Agama Islam”. 2

hwww. Pablitar.net
2 Ibid.,
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Sekitar satu tahun setelah dikeluarkannya Stb. 1882
tersebut Pengadilan Agama Blitar berdiri dan ditunjuk sebagai
ketua adalah Imam Burhanyang memimpin Pengadilan Agama
Blitar sampai dengan tahun 1934 vyang kantornya di serambi
Masjid Agung Blitar, kemudian digantikan oleh M. Irham sampai
tahun 1956, selanjutnya digantikan oleh KH Dahlan sampai tahun
1972. Kemudian sekitar tahun 1972 ketika Pengadilan Agama
Blitar dipimpin oleh K. H. Muchsin, kantor dipindahkan dari
serambi Masjid Agung menempati sebuah rumah yang terletak di
kampung Kauman atas pemberian Bupati Blitar. Pada tahun 1981
ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K.H. Abdul Halim
dengan wakilnya Drs.H.A.A. Taufig, S.H. kantor dipindahkan ke
JIn Imam Bonjol nomor 42, Blitar sampai sekarang, sedangkan
kantor lama di kampung Kauman dijadikan tempat penyimpanan
arsip. Bekas kantor lama ini sekarang sudah tidak tercatat sebagain
asset Pemda Kota Blitar.

Berikut ini urutan ketua yang memimpin Pengadilan Agama Blitar:

IMAM BURHAN sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1883
sampai dengan tahun 1934.

M. IRCHAM sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1934
sampai dengan tahun 1956.

KH. DAHLAN sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1956

sampai dengan tahun 1972.
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KH. MUCHSIN sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1972
sampai dengan tahun 1974.

KH. ABDUL CHALIM sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak
tahun 1974 sampai dengan tahun 1983.

KH. A. A. TAUFIQ, S.H sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak
tahun 1983 sampai dengan tahun 1986.

Drs. H. AHMAD KAMIL, S.H sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar
sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1989.

Drs. H. HUSEN ELM sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak
tahun 1989 sampai dengan tahun 1997.

Drs. H. MARSAID, S.H.M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar
sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2001.

Drs. H. SOEDARSONO, S.H.M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Agama
Blitar sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.

Drs. H. AGUS DHIMYATHI HAMID, S.H.M.Hum sebagai Ketua
Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006.
Drs. H. MOCH. CHAMID, S.H.M.H sebagai Ketua Pengadilan Agama
Blitar sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008.

Drs. HIDAYAT KUSFANDI, S.H sebagai Ketua Pengadilan Agama
Blitar sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.

Drs. MAS'UD sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2010

sampai dengan 2012.
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15. Hj. SRI ASTUTI, S.H. sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak
tahun 2012 sampai dengan sekarang .

2. Tupoksi Pengadilan Agama
Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
perkara — perkara di tingkat pertama antara orang -orang Yyang
beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah
yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wagaf, zakat, infaq
dan shadaqah serta ekonomi Syari’ah sebagaimana di atur dalam
Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.°
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama
mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi
Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan
dan Eksekusi

b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi
Perkarabanding,  Kasasi, danPeninjauan  Kembali  serta
Administrasi Peradilan lainnya

c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua

unsur di LingkunganPengadilan Agama.

% Ibid.,



68

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang
Hukum Islam padainstansi Pemerintah di daerah Hukum nya
apabila diminta.

e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian
harta peninggalandi luar sengketa antar orang — orang Yyang
beragama Islam

f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk
pengambilandeposito / tabungan dan sebagainya

0. Melaksanakan  tugas-tugas  pelayanan lainnya  seperti
penyuluhan hukum,memberikan pertimbangan hukum
agama, pelayanan riset / penelitian pengawasanterhadap
advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

3. Visi Dan Misi

Visi Pengadilan Agama Blitar mengacu pada visi Mahkamah
Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara
Indonesia, yaitu, Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang
Agung.Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai
berikut :*

- Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama.

- Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern.

- Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara Kasasi dan

PK.

*Ibid.,
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- Meningkatkan kajian Syariah sebagai sumber hukum materi

Peradilan Agama.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blitar Kelas 1-A
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B. Penyelesaian Perceraian Pernikahan Siri Melalui Isbat Nikah

(Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Blitar
No0.0856/Pdt.G/2013/ PA.BL).

Pernikahan adalah sebuah ikatan suci antara laki-laki dan
perempuan dalam mengikatkan janji untuk saling mencintai
dalam menjalani hidup berdua, baik menurut agama mupun
Negara pengertian dari sebuah pernikahan mempunyai tujuan dan
inti yang sama yaitu membina rumah tangga yang sejahtera,
sakinah, mawadah, warahmah, konsepsi ini memang penting
untuk dipahami  bahwasanya agama punya aturan sendiri dan
Negara juga punya aturan tersendiri dalam hal
penyelenggaraanya.

Menurut agama pernikahan dapat dijalankan apabila
syarat dan rukunya sudah terpenuhi tanpa harus ada legalitas dari
Negara maka sudah dapat dikatakan sah secara agama sebagai
suami dan istri. Akan tetapi menurut  Negara meskipun syarat
rukun pernikahan sudah syah secara agama apabila tidak di
catatkan pada lembga KUA (Kantor Urusan Agama) maka bisa
dikatakan belum syah secara hukum negara. Permasalahan
legalitas agama dan Negara ini memang sering memicu pro dan
kontra di kalangan masyarakat, tidak hanya masyarakat pedesaan
tetapi juga masyarakat perkotaan. Wajar saja dinegara Kkita ini

mayoritas penduduknya beragama islam dimana antara Negara
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dan agama tidak bisa serta merta dipisahkan begitu saja karena
tidak mungkin ada agama yang bisa terlindungi secara baik jika
tidak ada Negara begitupun sebaliknya neggara akan kacau jika
penduduknya tidak beragama. Dalam Negara pernikahan yang
tidak dicatatkan pada KUA maka penikahan tersebut dikatakan
sebagai pernikahan sirri dan Negara tidak dapat bertanggung
jawab serta melindungi hak dan kewajiban suami istri apa bila
suatu ketika ada yang di rugikan. Oleh karenanya untuk
menanggulangi  pernikahan yang terlanjur dilaksanakan secara
sirri ini  maka dibuatlah undang-undang yang memberikan
wewenang pada pengadilan agama untuk melaksanakan sidang
istbat nikah atau penetapan pernikahan dengan sarat tertetu sesuai
dengan aturan yang ada agar mendapat legalitas dan
perlindungan Negara.’

Fenomena vyang terjadi dalam masyarakat pelaksanan
isbat ini justru dilakukan untuk mendapatkan legalitas nikahnya
dan perceraianya dengan cara mengajukan isbat nikah dan
gugatan cerai secara bersamaan sebagaimana yang terjadi dalam
putusan pengadilan blitar  terhadap putusan Isbat nikah  No.
0856/Pdt.G/2013/PA.BL. lantas bagaimana hakim  menyikapi
masalah ini dalam memberikan pertimbangan hukum dan apa

implikasi hukumnya.

°Neng Djubaidah. Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum
Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 347
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Paham private affair khususnya mengenai perkawinan
dan perceraianharuslah dicarikan jalan penyelesaian, sebab dalam
perkawinan siri yang banyakdirugikan adalah pihak
perempuan.Mengapa  demikian?Apabila  dalam perkawinansiri
tersebut dikaruniai anak kemudian terjadi perceraian, maka
statusperempuan yang dicerai dari perkawinan siri
membingungkan.  Apabila  perempuantersebut bermaksud akan
kawin lagi dan perkawinan yang kedua bermaksuddicatatkan
sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 ,akibatnya jika dicatat dalam akta nikahnya dengan status
janda ternyata tidakmempunyai akta cerai, dan walau dicatat
masih perawan ternyata sudah pernahnikah. Terlebih lagi apabila
dalam perkawinan siri tersebut telah dikaruniai anak.Selain itu,
juga telah  diperoleh  harta bersama  kemudian  bercerali,
tambahkomplekslah  permasalahan yang dihadapi, dan dari
peristiwa tersebut yangbanyak dirugikan ada pada pihak
perempuan.®

Karenanya, apabila  perkawinan siri  tersebut terjadi
perselisihan  danpertengkaran secara terus-menerus yang sulit
untuk  didamaikan, jalan  satusatunyaadalah  bercerai.Alasan-
alasan yang dapat dipergunakan untukmengajukan perceraian

telah ditentukan secara limitatif dalam pasal 19

®Basyir Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta:Ull Press, 1999), hal. 14
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PeraturanPemerintah  No. 9 Tahun 1975. Jo. Pasal 116
KHI.Akibat hukum yang ditimbulkan dalam perkawinan siri, bila
terjadiperceraian yang banyak dirugikan ada pada pihak
perempuan, maka jalan keluaryang dapat ditempuh adalah
mengajukan isbat nikah bahwa adanya perkawinandalam rangka
penyelesaian perkawinan.

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara
Isbat Nikah No. 0856/Pdt.G/2013/PA.BL)

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili
serta menyelesaikan perkara yang diajukan padanya.’
Dihubungkan dengan hukum acara perdata, perkara pengajuan
permohonan dispensasi perkawinan pada usia anak termasuk
perkara permohonan, vyakni perkara yang tidak mengandung
sengketa di dalamnya. Hanya ada satu pihak, yakni pemohon.Hasil
akhir dari pemeriksaan perkara permohonan adalah dijatuhkannya
penetapan hakim.Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR,
dihubungan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No0.48 Tahun
2009, dalam menjatuhkan penetapan dan putusan, harus memuat
pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan
dasar hukum vyang tepat dan benar.Dengan demikian di dalam
memberikan penetapan terhadap permohonan isbat nikah dan

menjatuhkan putusan cerai terhadap gugatan cerai maka hakim

7 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta, Universitas Atma

Jaya Yogyakarta, 2010), hal.159
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Pengadilan Agama Blitar juga harus memuat dasar pertimbangan
dalam menjatuhkan putusannya. Dari bagian konsideran dalam
penetapan hakim sebagaimana dapat dilihat pada data 2 penetapan
serta wawancara dengan nara sumber, pertimbangan hakim dalam
mengabulkan permohonan pada umumnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No.l1 tahun 1974
tentang  Perkawinan, tujuan  perkawinan adalah  membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.Akan tetapi
dalam  perkara ini  penggugat yang bernama  (nurhayati)
mengajukan pengesahan pernikahan dan sekaligus gugat cerai
dalam surat yang telah diajukan di pengadilan Blitar menurut
keterangan hakim yang memeriksa perkara tersebut  sesuai Yyang
disampaikan dalam surat permohonan dan gugatan itu dijelaskan
bahwa hubungan keluarganya sudah tidak harmonis lagi karena di
tinggal sang suami pergi tanpa sebab yang jelas dan tidak di
ketahui keberadaanya kurang lebih selama 5 tahun.®

Setelah melalui ferifikasi data dan bukti-bukti berikut
saksi yang ada dan hadir dalam pernikahan siri tersebut, maka
hakim menyimpulkan bahwasanya penggugat telah menikah
dengan tergugat (wahyudi) pada tahun 2000 dan memenuhi
persyaratan namun tidak tercatat (sirri) dalam register KUA

kabupaten blitar. Sedangkan menurut hakim yang mengadili kasus

8\Wawancara dengan Bapak H. Subandi S.H Wakil Panitera Pengadilan Agama Blitar

tanggal 1 juli 2015
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ini menyebutkan  pertimbangan di kabulkan isbat nikah ini vyaitu
dikarenakan syarat— syarat yang telah di penuhi dan bukti-bukti
yang di buat oleh pejabat yang berwenang serta bermaterai cukup
sehingga dapat dinyatakan di terima dan di nilai sebagai alat bukti
yang sah menurut hukum. Sebagaiman surat permohonan yang
didaftarkan di pengadilan agama kabupaten Blitar Menimbang
bahwa penggugat dengan surat gugatanya tertanggal 05 maret
2013 yang di daftarkan di kepaniteraaan Pengadilan Agama Blitar
Nomor: 0856/Pdt/2013/PA.BL  mengajukan hal-hal sebagai
berikut.’

Bahwasanya pada tahun 2000, Penggugat dengan
Tergugat telah melangsungkan pernikahan sirri  menurut Agama
Islam dirumah warisan dari orangtua Penggugat di kabupaten
Blitar dengan modin yang hadir bernama Bapak Machsun dengan
wali nikahnya adalah adik kandung penggugat dengan mas kawin
berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan
sebagai saksi — saksinya 1. Suhadi, Penduduk Kabupaten Blitar, 2.
Sujai, penduduk  Kabupaten Blitar, yang akad nikahnya
dilangsukan antara Tergugat dengan wali nikah tersebut yang
pengucapan ijabnya di wakili dari Bapak Machsun.

Pada saat pernikahan  tersebut Penggugat  berstatus

Perawan dan Tergugat Bersetatus Jejaka, sebelumnya antara

% Salinan putusan Nomor 0856/Pdt.G/2013/PA.BL
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Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga baik keatas
maupun menyamping dan tidak sesusuan serta memenuhi Syarat
dan tidak ada larangan untuk melangsukan pernikahn, baik menrut
ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Selanjutnya setelah pernikahan tersebut Penggugat dan
Tergugat kumpul bersama dirumah warisan dari  orangtua
Penggugat Kemudian pindah di rumah Budhe dari Tergugat di
Kabupaten Nganjuk dan terakhir di rumah warisan dari orangtua
Penggugat yang keseluruhan kurang lebih selama 7 tahun, dalam
keadaaan sudah baik (ba’daddukhul), dan di karuniai 2 orang anak.

Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan
selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap Bergama Islam;

Penggugat dan Tergugat dahulu menikah secara sirri
sehingga tidak terdaftar didalam Register Kantor Urusan Agama
Kabupaten Blitar. Oleh karenanya penggugat sangat membutuhkan
Penetapan Pengesahan Nikah dari pengadilan Agama Blitar guna
dijadikan  sebagai  kepastian hukum karena penggugat akan
mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Meskipun  semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dalam keadaan tentram dan Bahagia akan tetapi kurang lebih sejak

tahun 2007 keutuhan dan ketetntraman rumah tangga muali goyah,
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hal ini di sebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat
tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas dan sekarang tidak
diketahui alamatnya dengan jelas karenanya sejak tahun 2007 itu
pula antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah yang
hingga kini sudah 5 tahun lamanya akibat dari kejadian dan hal-
hal tersebut diatas, maka untuk membina rumah tangga Yyang
bahagia sudah tidak dapat diharapkan lagi oleh karena penggugat
tergolong orang yang tidak mampu (miskin), karena penggugat
tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kalaupun bekerja dengan
penghasilan pas-pasan yang hanya cukup untuk makan sehari-hari
saja, oleh Kkarena itu penggugat mohon diperkenankan untuk
berperkara secara Cuma-Cuma.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon agar ketua
Pengadilan Agama Blitar segera memeriksa dan mengadili perkara
ini, selanjutnya menjatuhkan putusan Menetapkan, sah pernikan
antara  penggugat dan  tergugat memutuskan = menceraikan
perkawinan antara penggugat dan tergugat  membebaskan segala
biaya perkara

Selanjutnya dalam proses persidangan penggugat juga
telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama suhadi
dalam persidangan memberikan keterangan sebagai saksi Bahwa
dia mengenal Penggugat dan Tergugat karena dia adalah Paman

Penggugat bahwa penggugat pernah menikah dengan tergugat
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tahun 200 dirumah orangtua penggugat saat itu wali nikahnya adik
kandung penggugat dan saksi-Saksinya adalah Suhadi dan suja’i
dengan mas kawin Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)®

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk
mencari data melalui wawancara yang dilakukan  kepada
informan.Informan pertama adalah Bapak H. Subandi S.H beliau
adalah Wakil Panitera Pengadilan Agama Blitar oleh karenanya
peneliti menjadikan beliau sebagai salah satu nara sumber dalam
melengkapi penelitian ini. Menurut beliau dasar faktor yang
digunakan dalam menetapkan pengesahan nikah dalam pernikahan
siri yaitu:

Mengenai  masalah  isbat nikah, maka pertimbangannya
adalahkemaslahatan. Yang maksudnya apabila dalam perkara
pernikahan yang tidak dicatatkan maka sama saja dengan
membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini
sangat merugikan para pihak yang terlibat  (terutama
perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang
dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup
bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar
kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan
ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan
bapaknya. Dengan perkataan lain secara  yuridis tidak
mempunyai  bapak.Sebenarnya, tidak ada paksaan  bagi
masyarakat untuk mencatatkan perkawinan.Dalam artian, jika
kita tidak mencatatkan perkawinan, bukan berarti  kita
melakukan suatu kejahatan.Namun jelas pula bahwa hal ini
memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang
khususnya merugikan perempuan dan anak-anak.Dan dalam
perkara ini tergugat dan penggugat telah dikarunia 2 orang
anak. Maka dengan menetapkan pengesahan  pernikahan
tergugat dan penggugat maka hak-hak anak dan istri akan
terlindungi oleh hukum.**

'°Salinan putusan Nomor 0856/Pdt.G/2013/PA.BL
“Wawancara dengan Bapak H. Subandi S.H Wakil Panitera Pengadilan Agama Blitar
tanggal 1 juli 2015
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Beliau juga menjelaskan tentang pertimabangan tentang
pengabulan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh penggugat
terhadap perkawinannya yang terdahulu.

Tentang pengabulan permohonan  pengesahan  pernikahan
dalam perkara ini, kami menimbang selain dari segi
mudharatnya, kami juga menimbang tentang keterangan
saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak penggugat beserta
bukti-bukti yang telah diajukannya.*?

Bapak Drs. Murdini juga menambahkan penjelasan mengenai
keabsahan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan akibat pernikahn
yang tidak dicatatkan.

Menurut beliau sahnya suatu perkawinan menurut Undang-
Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam pasal
2 ayat 1 yang secara jelas menyatakan bahwa perkawinan sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaan dan dalam ayat 2 juga menyatakan bahwa Tiap-
tiap  perkawinan  dicatat menurut  peraturan  perundang-
undangan vyang berlaku.Jadi untuk mendapatkan pengakuan
tentang adanya pernikahan oleh negara maka harus dicatat oleh
negara. Apabila tidak di dicatatkan otomatis negara tidak
mengakui adanya pernikahan tersebut dan dengan begitu pihak
istri yang akan merasa dirugikan, apalagi jika dalam
perkawinan tersebut telah menghasilkan anak, maka anak juga
akan merasakan dirugikan. Karena anak tidak mendapatkan
pengakuan sebagai anak sah dalam perkawinan tersebut.Dalam
pernikahan yang tidak dicatatkan anak hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya saja.Apabila ada masalah
dalam kehidupan rumah tangga yang perkawinannya tidak
dicatatkan tersebut maka istri/suami tidak dapat menggugat
haknya kepengadilan karena pernikahan tersebut jelas-jelas
tidak dibenrkan oleh negara.Tetapi dalam hukum negara ini
memberikan toleransi bagi pasangan yang menikah tapi tidak
dicatatkan tadi untuk  melaksanakan isbat nikah  guna
mendapatkan pengakuan yang sah oleh negara atas perkawinan

Wawancara dengan Bapak H. Subandi S.H Wakil Panitera Pengadilan Agama Blitar
tanggal 1 juli 2015
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tersebut.Seperti dalam kasus ini yang mengajukan permohonan
isbat nikah atas perkawinannya yang dahulu.™

Sedangkan alasan terjadinya perceraian, peneliti

mewawancarai Bapak H. Ropingi S.H. dan beliau adalah Panitera

muda di Pengadilan Agama Blitar. Beliau menjelaskan dalam

wawancara tersebut penulis memperoleh keterangan mengenai

alasan terjadinya perceraian yaitu :

Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan,
harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup sesuali
dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-
Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dalam hal ini
dijelaskan dalam Peratuan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
pasal 39 ayat 2 dan dipertegas dalam Pasal 19 perceraian
dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok,
pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar
disembuhkan;

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)
tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan
yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun
atau  hukuman vyang lebih berat setelah perkawinan
berlangsung;

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan
berat yang membahayakan pihak yang lain;

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan
akibat tidak dapat menjalankan  kewajibannya  sebagai
suami/isteri;

Antara suami dan isteri terus-menerusterjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup
rukunlagi dalam rumah tangga.

Disamping melihat ketentuan-ketentuan atas perceraian tadi,
perceraian juga harus dilakukan di depansidang pengadilan.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya walaupun

juli2015

3 Wawancara dengan Bapak Drs. Murdini Hakim Pengadilan Agama Blitar tanggal 6
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perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang, namun orang
tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan
tanpa alasan yang kuat.**

Bapak Drs. Murdini juga menjelaskan dalam wawancara
tersebut  penulis  memperolen  keterangan  mengenai  dasar
pertimbangan pemutusan perceraian dalam perkara ini yaitu :

Hubungan antara penggugat dan tergugat dalam perkara ini
sudah jelas tidak mungkin untuk dipersatukan
kembali.Karena  pihak tergugat/suami  telah  meninggalkan
penggugat selama 5  tahun dan  tidak  diketahui
keberadaannya.Sehingga dalam persidanganpun hakim tidak
dapat melaksanakan mediasi diantara kedua belah pihak
tersebut. Apabila dalam hubungan perkawinan ini tidak
segera diputuskan maka pihak istri yang akan mendapatkan
banyak mudharatnya. Karena jika kami hanya mengabulkan
permohonan pengesahan pernikahan saja, maka pihak istri
tidak dapat menikah dengan laki-laki lain lagi karena
penggugat masih terikat hubungan sebagai istri dengan
tergugat.Sedangkan disini masalahnya suami penggugat telah
meninggalkannya selama beberapa tahun yang
mengakibatkan ~ penggugat  terhalang  utuk  mendapatkan
haknya sebagai istri.*™

Implikasi Hukum putusan isbat Nikah No.
0856/Pdt.G/2013/PA.BL

Setiap keputusan yang telah inkrah di pengadilan tentunya
ada konsekuensi hukum bagi para penggugat dan tergugat untuk
melaksanakan putusan atau penetapan hakim tersebut oleh karena

itu implikasi hukum perceraian perkawinan sirri  berdasarkan

putusan PA .N0.0856/Pdt.G/2013/PA.BL adalah:

2015

2015

' Wawancara dengan Bapak H. Ropingi S.H Panitera muda permohonan tanggal 1 julli

15 Wawancara dengan Bapak Drs. Murdini Hakim Pengadilan Agama Blitar tanggal 6 juli
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Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang ada telah
menunjukkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-
benar telah sampai pada taraf yang sudah tidak di damaikan lagi,
karena sudah tidak ada kehendak dari pihak penggugat untuk
melanjutkan  perkawinanya dengan tergugat, dan apabila di
pertahankan akan semakin menambah penderitaan (madhorot)
lahir batin bagi kedua belah pihak. Sedangkan menurut kaidah
hukum bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan
(madhorot) itu harus di hilangakan untuk kemaslahatan umat.
Sehingga hakim menjatuhkan putusan verstek terhadap Kketidak
hadiran tergugat setelah dipanggil secara patut dan sah,
menetapkan sahnya pernikahan yang dilaksanakan pada ahun
2000 antara tergugat dan penggugat, menjatuhkan talak satu bain
sughro tergugat terhadap penggugat. Dengan adanya putusan ini
tentunya berdapak pada status anak dari pernikahan tersebut dan
dalam hal pewarisan terhadap harta dari kedua orang tuanya.®

Pertimbangan hakim tentang pengesahan pernikahan  dalam
rangka penyelesaian perceraian dalam kasus ini dalam Wawancara
peneliti dengan  Bapak Drs. Murdini Hakim Pengadilan Agama
Blitar, menurut beliau:

Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang

menyatakan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian

perceraian.Dalam  penjelasan  pasal demi  pasal tidak
dijelaskan  tentang  perkawinan  sebelum atau  sesudah

'*Salinan putusan Nomor 0856/Pdt.G/2013/PA.BL
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berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sehingga hal
ini perlu adanya pembatasan. Bahwa yang dimaksud dengan
adanya perkawinan dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam
tersebut adalah perkawinan yang terjadi setelah tanggal 1
Oktober 1975 mulai berlakunya Undang-undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah dilakukan
menurut Undang-Undang ini serta Peraturan Pemerintah No.
9 Tahun 1975. Bukan perkawinan di bawah tangan atau
nikah siri dan poligami liar, tetapi bisa saja karena ada hal-
hal lain perkawinan itu tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah (PPN) sehingga tidak mendapatkan Akta Nikah.
Misalnya dalam kehidupan sehari-hari karena kealpaan atau
kelupaan yang dilakukan oleh oknum Pegawai Pembantu
Pencatat Nikah (P3N) yang ada di Desa-desa atau daerah,
perkawinan yang dilakukan sesuai dengan Undang-undang
No. 1 Tahun 1974 tetapi Pegawai Pembantu Pencatat Nikah
(P3N) tersebut tidak melaporkan ke Pegawai Pencatat Nikah
(PPN), sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat. Menurut
Pasal 7 ayat (3) huruf a KHI, itshat nikah hanya dapat
dilakukan dalam hal adanya perkawinan dalam rangka
penyelesaian perceraian.*’

Dengan pertimbangan  bahwa maksud dan tujuan gugatan

penggugat seperti yang disampaikan diatas.Yang

intinyapenggugat mengajukan pengesahan nikah dan sekaligus

cerai dengan pertimbangan penggugat telah menikah

terguggat pada tahun 2000 dan telah memenubhi

persyaratan nikah, namun tidak tercatat dalam Register KUA

Kabupaten Blitar selain itu penggugat telah di tinggal pergi dan
dibiarkaaiman oleh tergugat selama 5 tahun tanpa di urusi
nafkahnya. Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas maka
di perolen fakta nyata dan benar menurut hukum yang

menyatakan

2015

“Wawancara dengan Bapak Drs. Murdini Hakim Pengadilan Agama Blitar tanggal 6 juli
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1. Pengggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun
2000
2. Rumah tangga penggugat dan tergugat semula dalam
keadaan rukun, baik dan telah mempunyai 2 orang anak
3. Antara penggugat dan tergugat telah berpisah selama 5
tahun, karena tergugat pergi tanpa diketahui alamatnya.
Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti-bukti dan
fakta tersebut diatas, maka Majlis Hakim berkeyakinan bahwa
rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi
dan telah terjadi perselisihan serta perpisahan selama 5 tahun.
Peluang bolehnya pasangan nikah di bawah tangan untuk
mengesahkan pernikahannya, peneliti  mendapat penjelasan dari
Bapak yaitu:

Nikah siri atau nikah di bawah tangan yang hanyadilakukan
menurut hukum Figh dan nikahnya itu sudah sah secara
Figh, akan tetapi nikah ini tidak dapat dibuktikan dengan
adanya Akta Nikah, oleh karenaitu Kompilasi Hukum Islam
memberi  peluang untuk  mengajukan  permohonanitsbat
nikah guna mendapat Akta Nikah. Pengaturan tentang itsbat
nikah initerdapat di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam
yang menyatakan :Perkawinan hanya dapat dibuktikan
dengan Akta Nikah yang dibuat olehPegawai Pencatat
Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan
Akta Nikah, dapatdiajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan
Agama. Dan lItsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan
Agama terbatas mengenaihal-hal yang berkenaan dengan

adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau
tidaknya salah satu syaratperkawinan, adanya perkawinan
yang terjadi sebelum berlakunya Undang-UndangNo. 1
Tahun 1974 danPerkawinan yang dilakukan oleh mereka
yang tidak  mempunyaihalangan perkawinan menurut
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sebagaimana telah
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diuraikan terdahulu.Sehingga dalam perkara ini hakim boleh
mengisbatkan pernikahan penggugat dan tergugat terdahulu
guna untuk  kemaslahatan dan  juga untuk  dapat
menyelesaikan  perkara perceraian antara penggugat dan
tergugat.’®

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tujuan perkawinan

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang — Undang

nomor

1 tahun 1974, vyaitu untuk mewujudkan rumah tangga

(keluarga) bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta

firman Allah dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang

berbunyi:

Artinya : “Supaya kamu cenderung dan merasa tentram
kepadanya dan dijadikan oleh NYA diantara kamu rasa
kasih dan sayang”lg

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta—fakta
tersebut diatas juga telah menunjukan bahwa perkawinan
penggugat dan tergugat benar-benar telah sampai taraf
yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak
adanya kehendak dari pihak Penggugat untuk melanjutkan
perkawinanya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa perkawinan antara penggugat

dan tergugat yang demikian halnya apabila di pertahankan

akan semakin menambah penderitaan (madhorot) lahir

'8 Wawancara dengan Bapak Drs. Murdini Hakim Pengadilan Agama Blitar tanggal 6

juli2015

“Departemen Agama RI, 4lqur’an Dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30, (Jakarta: Duta Surya,

2012), him572
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batin bagi kedua belah pihak. Sedangkan menurut kaidah
hukum  bahwa  sesuatu yang dapat  menimbulkan
penderitaan  (madhorot) itu harus segera dihilangkan
sebagaimana  tersebut dalam  kaidah  fighiyah  yang
berbunyi
Artinya : “ Bahwa bahaya itu harus dihilangkan”

Dengan demikian penyeleseaian yang adil dan
manfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan dan
hal-hal sebagaimana tersebutdiatas maka alasan perceraian
sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b dan f) peraturan
pemerintah nomor 9 tahun 1975. Juncto pasal 116 huruf (b
dan f) Kompilasi Hukum Islam adalah telah terbukti dan
berdasar atas hokum, maka Majlis Hakim berpendapat
gugatan  penggugat patut untuk di  kabulkan, dengan
menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in shugra dari tergugat kepada
penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang -
Undang nomor 7 tahun 1989, Majlis Hakim patut
memeritahkan  kepada paintera Pengadilan Agama Blitar
untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat

nikah sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut.
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Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 237 HIR dan
bukti tertulis secara saksi — saksi maka penggugat dibebaskan
dari segala biaya dalam perkara ini.

Mengingat pasal 49 Undang — Undang nomor 7 tahun
1989 dan segala peraturanyang berlaku dan berkaitan dengan
perkara ini.

Dalam amar putusan tersebut dapat Kkita tarik sebuah
pelajaran bahwa hakim dalam menjatuhkan suatu hukum
tidak serta merta saklek pada hitam putih undang undang
tetapi lebih mengedepankan pada asas kemanusiaan berkaitan
dengan kasus tersebut ada implikasi besar utamanya dengan
adanya isbat nikah atau dikenal dengan penetapan pernikahan
yang sebelumnya dilakukan dengan sirri atau tidak dicatatkan
selain  isbbat nikah ini bisa menaggulangi  banyaknya
masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahanya, isbat nikah
juga dapat diperuntukan bagi masyarakat yang memang tidak
tahu tentang pencatatan pernikahan karena faktor
pengetahuan mereka atau latar belakang pendidikan  mereka,
selain itu isbat nikah juga dapat dijadikan untuk menguatkan
hubungan  pernikahan  sebagai  wujud  tanggung jawab

terhadap setatus pernikahanya.?

2Salinan putusan Nomor 0856/Pdt.G/2013/PA.BL
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Adapun mengenai implikasi dari pernikahan yang tidak
dicatakan, peneliti mewawancarai BapakH. Subandi S.H Wakil
Panitera Pengadilan Agama Blitar. Peneliti dapat penjelasan
dari beliau, bahwa implikasi dari pernikahan siri tersebut yaitu:

Jika suatu pernikahan itu tidak dicatatkan, maka hal itu
dapat merugikan beberapa pihak. Tidak hanya istri yang rugi
tetepi anak pun akan merasa dirugikan. Hal tersebut karena
dalam pernikahan siri tidak mendapat pengakuan negara
atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap
tidak pernah terjadi perkawinan, sehingga tidak
menimbulkan akibat hukum.Dan anak-anak yang lahir dari
perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata
dengan ibu dan keluarga ibu, sedangkan hubungan perdata
dengan bapak tidak ada.Selain itu baik isteri maupun anak-
anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak
untuk menuntut nafkah atau warisan dari bapaknya.*

Masalah implikasi hukum yang terjadi akibat isbat
nikah ini, Bapak Bapak H. Ropingi S.H sebagai Panitera
muda di Pengadilan Agama Blitar menjelaskan bahwa:

Implikasi isbat nikah terhadap status perkawinan, dimana
perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum,
yang memberikan hak terhadap isteri dan anak-anak yang
dilahirkan dari perkawinan tersebut.ltsbat nikah sebagai
dasar hukum dari pencatatan perkawinan  melahirkan
kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak
serta harta benda dalam perkawinan.?
Dari sini peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengesahan
pernikahan terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan ini

menimbulkan  banyak kemaslahatan.Karena status perkawinan

pihak-pihak yang melakukan nikah siri menjadi sah karena

*Wawancara dengan Bapak H. Subandi S.H Wakil Panitera Pengadilan Agama Blitar
tanggal 1 juli 2015

*Wawancara dengan Bapak H. Ropingi S.H Panitera muda permohonan tanggal 1 julli
2015
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diakui oleh negara dan status anak dan harta benda

perkawinanpun menjadi jelas dan terlindungi.

C. AnalisisPenyelesaian  Perceraian Pernikahan  Siri  Melalui
Isbat Nikah (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Blitar
No0.0856/Pdt.G/2013/ PA.BL).

1. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan
Perkara Isbat Nikah No. 0856/Pdt.G/2013/PA.BL
Tujuan perkawinan adalah  membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal.Hal tersebut sesuai dengan
ketentuan Pasal 1 UU No.l tahun 1974 tentang
Perkawinan.Tetapi  hal  tersebut tidak  terwujud  dalam
kehidupan sebuah rumah tangga dalam putusan ini.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu
perkawinan dikatakan sahapabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannyaitu (Pasal 2 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974).Tiap-tiap
perkawinandicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku (Pasal 2 ayat (2)Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974). Dengan demikian, perkawinan harusmemenubhi
ketentuan hukum Negara yang dimaksud, yakni perkawinan

harusdilakukan di depan pejabat berwenang yang ditunjuk.
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Perkawinan siri  banyak dilakukan masyarakat sejak
dahulu, vyaituperkawinan yang hanya dilakukan menurut agama
Islam tanpa dilakukanpencatatan perkawinan oleh pegawai
pencatat pemerintah sehingga tidak bisadibuktikan dengan akta
nikah.Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974,perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum
karena tidak memenuhiketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974.Apabila terjadiperselisihan
antara  suami-isteri, perceraiannya dilakukan secara hukum
Islam.Namun hal demikian tidak memberi perlindungan hukum
bagi  pihak  perempuan(isteri).Karenanya, untuk perkawinan
yang hanya dilakukan menurut agama(lslam) namun tidak
dicatatkan, penyelesaian perceraiannya dapat ditempuhdengan
jalan  mengajukan isbat (penetapan nikah ke Pengadilan
Agama).

Itsbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh
pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut
hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas
pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta
anak-anak  yang lahir selama pernikahan, sehingga
pernikahannya tersebut berkekuatan hukum.Bila

pernikahannya secara hukum agama adalah sah, tentunya
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anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut adalah anak-
anak yang sah juga.

Berdasarkan salinan putusan No. 0856/Pdt.G/2013/PA.BL
mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini
adalah karena alasan-alasan yang kuat. Selain itu pengabulan
hakim dalam permohonan isbat nikah tersebut juga atas dasar
kemaslahatan suami istri yang telah menikah siri dan juga
kemaslahatan anak dari hasil pernikahannya tersebut.

Adapun pertimbangan hakim mengabulkan permohonan
isbat nikah dalam putusan No. 0856/Pdt.G/2013/PA.BL
adalah karena berdasarkan bukti-bukti yang majelis hakim
dapatkan, penggugat dan tergugat dalam perkara ini telah
menikah secara sah munurut agama. Dikatakan sah menurut
agama, tentunya pernikahan tersebut telah terpenuhi syarat
dan rukun  menikah.Oleh  karenanya penggugat sangat
membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari pengadilan
Agama Blitar guna dijadikan sebagai kepastian hukum karena
penggugat akan mengajukan gugatan perceraian terhadap
Tergugat.

Pertimbangan hakim tersebut diperkuat melalui ferifikasi
data dan bukti-bukti berikut saksi yang ada dan hadir dalam
pernikahan  siri  tersebut, maka hakim  menyimpulkan

bahwasanya  penggugat telah menikah dengan tergugat pada
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tahun 2000 dan memenuhi persyaratan namun tidak tercatat
(sirri) dalam register KUA kabupaten blitar. Sedangkan
menurut hakim yang mengadili kasus ini  menyebutkan
pertimbangan di kabulkan isbat nikah ini yaitu dikarenakan
syarat— syarat yang telah di penuhi dan bukti-bukti yang di
buat oleh pejabat yang berwenang serta bermaterai cukup
sehingga dapat dinyatakan di terima dan di nilai sebagai alat
bukti yang sah menurut hukum.

Pertimbangan hakim vyang lain adalah karena selama
dalam pernikahan tersebut suami dan istri itu dikarunia 2
orang anak. Anak tersebut tentunya membutuhkan status
hukum yang jelas dari Negara dan kedua orang tuanya.

Karena menurut hukum di  Indonesia anak hasil
pernikahan yang tidak dicatatkan dalam negara hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu
(pasal 42 dan 43 UU Perkawinan). Sedangkan hubungan
perdata dengan ayahnya tidak ada.Ini artinya anak tidak dapat
menuntut  hak-haknya dari ayah.Dengan dilahirkan dalam
perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi
tidak tercatatkan pula secara hukum dan hal ini melanggar hak
asasi anak (Konvensi Hak Anak).Anak-anak ini berstasus
anak di luar perkawinan.Sehinggaakibat lebih jauh dari

perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun
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anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak
berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.Oleh
karena  dapat  disimpulkan itu apabila  hakim tidak
mengabulkan isbat nikah terhadap pasangan suami istri yang
menikah secara siri ini dapat mengakibatkan kemudharatan
yang lebih banyak kepada anak dan istri tersebut.Sehingga
dapat disimpulkan bahwa majelis hakim lebih mengutakan
kepada kemaslahatan terhadap anak dan istri  akibat
pernikahan siri tersebut.

Pertimbangan  hakim  dapat  memutuskan  perceraian
kepada pihak-pihak dalam perkara ini ada beberapa alasan
juga.Pertama semula memang penggugat dan tergugat telah
melakukan pernikahan yang sah menurut agamanya. Yang
kedua, karena  berdasarkan keterangan penggugat dan saksi
kurang lebih sejak tahun 2007 keutuhan dan ketentraman
rumah tangga mulai goyah, hal ini di sebabkan Tergugat telah
pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit dan tanpa alasan
yang jelas dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan
jelas karenanya sejak tahun 2007 itu pula antara penggugat
dan tergugat telah hidup berpisah yang hingga kini sudah 5
tahun lamanya akibat dari kejadian dan hal-hal tersebut
diatas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia

sudah tidak dapat diharapkan lagi.Oleh karena itu demi
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kemaslahatan pihak istri hakim Pengadilan Agama kota Blitar
menceraikan pasangan suami istri tersebut.

Mengenai kasus yang seperti ini apabila dalam memeriksa
dan mengadili seorang hakim kurang jeli dalam memberikan
pertimbangan hukum yang tepat dan teliti maka yang terjadi
adalah kemungkinan besar keputusan hakim akan merugikan
salah satu pihak atau dapat dikatakan kurang adil karena pada
dasarnya isbat nikah itu untuk mengesahkan dan menguatkan
ikatan pernikahan bukan dijadikan sebuah jalan aman untuk
mencari legalitas dalam gugatan perceraianya.

Dari  penjelasan  diatas, peneliti  berpendapat bahwa
apayang telah dilakukan oleh hakim patut di apresiasi
dikarenakan apabila pernikahan ini tidak di isbatkan maka
akan  terjadi  penelantaran  terhadap  keluarganya  oleh
suaminya. Lebih jauh lagi dasar penetapan yang digunakan
merupakann sebuah acuan bahwasanya kepada masyarakat
yang menikah siri akan merasakan kerugian apabila terjadi
permasalahan didalam kelurganya karena Negara tidak dapat
melindungi hak-haknya saat mereka dalam kesulitan.

Pernikahan siri sudah selayaknya bisa dihindari meskipun
diperbolehkan secara agama tetapi jika menurut negara masih
illegal maka negara tidak dapat campur tangan dikarenakan

itu sudah diluar tanggung jawab negara, latar belakang



95

pernikahan siri sebenarnya meliputi banyak hal salah satunya
adalah ekonomi, bagaimana Kita ketahui bersama meskipun
didalam  undang-undang telah  dijelaskan  bahwa biaya
pernikahan adalah tiga puluh ribu rupiah tapi nyatanya bisa
sampai dengan enam ratus ribu bahkan satu juta rupiah
sehingga tidk terjangkau oleh masyarakat kalangan ekonomi
rendah untuk menikah di KUA dengan biaya tersebut.

2. Analisis Implikasi Hukum putusan isbat Nikah No.
0856/Pdt.G/2013/PA.BL

Adapun implikasi hukum perceraian perkawinan  sirri
berdasarkan putusan PA .N0.0856/Pdt.G/2013/PA.BL adalah:

Jika dilihat dari keadaan perkawinan penggugat dan
tergugat memang sudah tidak dapat didamaikan lagi.Adanya
Dengan adanya putusan ini tentunya berdampak pada status anak
dari pernikahan tersebut dan dalam hal pewarisan terhadap harta
dari kedua orang tuanya.

Dengan pertimbangan bahwa maksud dan tujuan gugatan
penggugat seperti yang disampaikan diatas.Yang
intinyapenggugat mengajukan pengesahan nikah dan sekaligus
gugat cerai dengan pertimbangan penggugat telah menikah
dengan terguggat pada tahun 2000 dan telah memenuhi
persyaratan nikah, namun tidak tercatat dalam Register KUA

Kabupaten Blitar selain itu penggugat telah di tinggal pergi dan



96

dibiarkaaiman oleh tergugat selama 5 tahun tanpa di urusi
nafkahnya.

Hal yang perlu diperhatikan dalam menindaklanjuti hasil
putusan ini adalah hasil putusan ini akan berimplikasi pada
beberapa hal yaitu status hukum dari suami isteri yang
sebelumnya belum sah secara hukum positif yang selanjutnya
adalah kewajiban membayar nafkah pada keluarga yang telah

diceraikan.



